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Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara pidana anak dari proses peradilan 

formal ke peradilan non formal. Pada penelitian ini terdapat beberapa rumusan 

masalah, yakni pertama, bagaimanakah metode pelaksanaan diversi. Kedua, 

faktor-faktor apakah yang menghambat penerapan diversi ini, dan ketiga, 

bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan diversi. Diversi 

dilakukan untuk mencapai keadilan restoratif, yaitu penyelesaian perkara dengan 

melibatkan pelaku, korban, dan pihak terkait. Penelitian ini menggunakan 

pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk menganalisis pelaksanaan 

diversi terhadap anak di Pengadilan Negeri Tapaktuan. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa pelaksanaan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan 

hukum di Pengadilan Negeri Tapaktuan mencerminkan upaya keadilan restoratif 

yang bertujuan menghindarkan anak dari stigma negatif proses peradilan formal. 

Pelaksanaan diversi di Pengadilan Negeri Tapaktuan terdapat beberapa hambatan 

yang dihadapi, termasuk faktor masyarakat, faktor para pihak, faktor sarana dan 

prasarana dan faktor tidak hadirnya  pihak terkait. Hal ini menyebabkan lebih 

banyak kasus pidana anak yang diselesaikan melalui proses peradilan formal 

daripada melalui diversi, kondisi ini bertentangan dengan prinsip keadilan 

restoratif yang menjadi dasar hukum anak di Indonesia. Dalam perspektif hukum 

Islam, konsep Islah mendukung diversi sebagai pendekatan humanis yang 

menitikberatkan pada pemulihan sosial dan perlindungan hak-hak anak. 

Kesimpulan dari penelitian ini yaitu, diversi merupakan mekanisme hukum yang 

bertujuan memberikan perlindungan dan keadilan restoratif bagi anak yang 

berhadapan dengan hukum, dengan menghindarkan mereka dari proses peradilan 

formal yang dapat membawa stigma negatif, meskipun untuk sampai ke arah yang 

ideal dalam penerapannya masih dituntaskan dukungan yang lebih baik lagi dari 

semua pihak. 
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TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 

 

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab 

ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya 

dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata 

Arab berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K 

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987.  Adapun Pedoman 

Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai 

berikut:  

1. Konsonan  

No. Arab Latin Ket No. Arab Latin Ket 

 ا 1
Tidak 

dilambangkan 

 

 ṭ ط 16

t dengan 

titik di 

bawahnya 

 B ب 2

 

 ẓ ظ 17

z dengan 

titik di 

bawahnya 

  ‘ ع T  18 ت 3

 Ś ث 4

s dengan 

titik di 

atasnya 

 gh غ 19

 

  f ف J  20 ج 5

 ḥ ح 6

h dengan 

titik di 

bawahnya 

 q ق 21

 

  k ك kh  22 خ 7

  l ل D  23 د 8

 Ż ذ 9

z dengan 

titik di 

atasnya 

 m م 24

 

  n ن R  25 ر 10

  w و Z  26 ز 11

  h ه S  27 س 12

  ’ ء sy  28 ش 13

 Ş ص 14

s dengan 

titik di 

bawahnya 

 y ي 29

 



 
 

 x   
 

 ḍ ض 15

d dengan 

titik di 

bawahnya 

   

 

 

2. Konsonan 

Konsonan Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari 

vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

a. Vokal Tunggal Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda 

atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:   

Tanda Nama Huruf Latin 

  َ  Fatḥah a 

  َ  Kasrah i 

  َ  Dammah u 

 

b. Vokal Rangkap 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu: 

Tanda dan 

Huruf 

Nama Gabungan 

Huruf 

َ   ي  Fatḥah dan ya Ai 

َ    و    Fatḥah dan wau Au 

 

Contoh: 

  ,kaifa =  كيف

 haula =      هول

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harkat dan 

Huruf 

Nama Huruf dan tanda 

َ   ا/ي  Fatḥah dan alif atau ya Ā 

َ   ي  Kasrah dan ya Ī 

َ   و  Dammah dan wau Ū 

 

Contoh: 

 qāla = ق ال      

م ي  ramā =   ر 

 qīla = ق يْل     

 yaqūlu = ي قوْل    

 

4. Ta Marbutah  (ة) 

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua. 
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a. Ta marbutah ( ة) hidup 

Ta marbutah ( ة) yang hidup atau mendapat harkat fatḥah, kasrah dan 

dammah, transliterasinya adalah t. 

b. Ta marbutah ( ة) mati 

Ta marbutah ( ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya 

adalah h. 

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta marbutah ( ة) diikuti oleh kata yang 

menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta 

marbutah ( ة) itu ditransliterasikan dengan h. 

Contoh: 

فَالاْ  طَا ضَة ْ الْا  rauḍah al-aṭfāl/ rauḍatul aṭfāl : رَوا

رَةاْ   نَوَّ   /al-Madīnah al-Munawwarah :  الامَدِيانةَ ْ الام 

al-Madīnatul Munawwarah   

 Ṭalḥah :  طَلاحَةاْ  

Modifikasi 

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, 

seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai 

kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman. 

2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, 

bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya. 
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BAB SATU 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Seorang remaja yang terlibat dalam urusan hukum adalah anak yang terlibat 

daIam tindakan kriminal, yaitu anak yang berusia 12 (dua belas) tahun tetapi 

belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun dan diduga sudah melakukan 

tindak kriminal. Anak-anak adalah bagian dari masyarakat dan memiliki hak yang 

setara dengan anggota masyarakat lainnya yang harus dilindungi dan dihormati. 

Perlindungan adalah hak fundamental setiap anak, termasuk bagi anak-anak yang 

berurusan dengan hukum, anak-anak yang mengalami masalah atau konflik 

dengan hukum, anak-anak sebagai korban kejahatan, dan anak-anak sebagai saksi 

daIam kasus kriminal.1 

 Sebagaimana dalam penanganan kasus kriminal oleh anak-anak biasanya 

akan dilaksanakan penerapan diversi. Diversi adalah suatu mekanisme 

penyelesaian perkara hukum yang khusus ditujukan bagi anak yang berkonflik 

dengan hukum, berdasarkan prinsip perlindungan hak anak. Proses ini bertujuan 

untuk menghindarkan anak dari sistem peradilan pidana yang dapat memberikan 

dampak negatif, baik secara psikologis maupun sosial. Dengan demikian, diversi 

berfungsi sebagai alternatif yang lebih mendidik, yang memungkinkan anak 

untuk belajar dari kesalahan mereka tanpa harus menghadapi stigma dan sanksi 

yang berat. 

 Implementasi diversi melibatkan berbagai pihak, termasuk anak, orang tua, 

dan mediator. Dalam proses ini, mediator berperan penting untuk memfasilitasi 

komunikasi antara pihak-pihak yang terlibat, sehingga dapat tercapai kesepakatan 

yang saling menguntungkan. Kesepakatan ini sering kali berupa tindakan 

rehabilitatif, seperti konseling, pendidikan, atau pelayanan sosial, yang bertujuan 

                                                             
1 Widodo, ‘Prisonisasi Anak NakaI: Fenomena dan PenangguIangannya,’ (Yogyakarta: 

Aswaja Pressindo, 2011), hIm. 10. 
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untuk memperbaiki perilaku anak dan mencegah terulangnya pelanggaran di masa 

depan. 

 Salah satu prinsip utama dari diversi adalah fokus pada pemulihan, bukan 

penghukuman. Pendekatan ini sejalan dengan tujuan untuk memberikan 

kesempatan kedua bagi anak, memungkinkan mereka untuk reintegrasi ke dalam 

masyarakat. Dengan demikian, diversi tidak hanya berfungsi sebagai solusi 

hukum, tetapi juga sebagai upaya untuk membangun kembali hubungan sosial 

anak dengan lingkungan sekitarnya, yang pada akhirnya diharapkan dapat 

mengurangi angka kejahatan di kalangan anak. 

 Secara keseluruhan, diversi mencerminkan komitmen untuk 

memperlakukan anak sebagai individu yang memiliki potensi untuk berubah dan 

berkembang. Dengan memberikan pendekatan yang lebih manusiawi dan 

rehabilitatif, diversi berkontribusi pada upaya perlindungan hak anak dan 

pengembangan masyarakat yang lebih baik. 

 DaIam pandangan Islam, orang tua pada dasarnya sudah memikul tanggung 

jawab terhadap anak-anak mereka sejak mereka masih dalam kandungan, serta 

mendidik mereka agar menjadi anak-anak yang berguna bagi agama dan negara. 

Membangun sebuah keluarga wajib selalu berlandaskan pada fondasi moral, 

pemahaman tentang tugas, dan kontribusi keluarga.2 Islam menganugerahkan 

hak-hak kepada anak sebagaimana yang termaktub daIam Al-Qur’an, antara Iain 

hak mendapat pendidikan, rezeki, perlindungan, dan pemeliharaan, sebagaimana 

yang tercantum dalam QS.At-Tahrim/66:6. 

ا هْل يْ  ا ا نْف س ك مْ و  ن وْا ق وْٰٓ يْن  اٰم  ا الَّذ  ق وْد ه ا النَّاس  يٰٰٓا يُّه  ة  ك مْ ن ارًا وَّ ار  ج  الْح  ىِٕك ةٌ ع  و 
ٰۤ
لٰ ا م  ل يْه 

وْن   ر  ا ي ؤْم  ي فْع  ل وْن  م  ه مْ و  ر  آٰ ا م  وْن  اللّٰه  م  د ادٌ لََّّ ي عْص  ظٌ ش  لَ   غ 

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari 

api neraka yang bahan bakarnya yakni manusia dan batu, penjaganya 

malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada 

                                                             
2 Departemen Agama RepubIik Indonesia, “AI-Qur‟an dan Terjemahnya,” (Jakarta: CV. 

Toha Putra Semarang, 1989), hIm. 951. 
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Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu 

mengerjakan apa yang diperintahkan”. (QS.At-Tahrim/66:6) 

Istilah "Anak Nakal" sudah diganti menjadi "Anak yang Berkonflik dengan  

Hukum" daIam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), 

di mana anak tersebut bertindak sebagai pelaku tindak pidana. Penerapan hukum 

terhadap anak tidak dapat dipisahkan dari proses kebijakan penegakan hukum 

pidana anak daIam ranah peradilan pidana anak. DaIam kebijakan hakim terkait 

pemberian sanksi hukum, wajib adanya perlindungan hukum yang signifikan, 

dengan pertimbangan khusus terhadap sanksi yang diIihat layak untuk diberikan 

kepada anak tersebut.3 

Selain itu, berbagai perilaku menyimpang yang dilakukan oleh anak 

disebabkan oleh beberapa faktor. Perkembangan pesat teknologi informasi dan 

transaksi elektronik memberi akses mudah kepada konten-konten yang tidak 

pantas bagi anak-anak, yang bisa mempengaruhi perilaku mereka secara negatif. 

Selain itu, gaya hidup di sekitar mereka dan pendidikan yang tidak 

memperhatikan kemampuan individual anak juga turut berkontribusi dalam 

membentuk perilaku menyimpang tersebut. 

Penanganan Anak yang Bermasalah dengan Hukum (ABH) dan penerapan 

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak 

(SPPA) sebagai solusi yang lebih baik. ABH sering kali tidak menyadari 

kesalahannya dan membutuhkan bimbingan khusus untuk mengubah perilaku 

mereka menjadi Iebih baik. Undang-Undang SPPA memberi pendekatan baru 

dengan fokus pada keadilan restoratif melalui diversi, yang mengalihkan 

penyelesaian perkara dari peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, 

sesuai dengan musyawarah yang diatur dalam undang-undang tersebut. Hal ini 

menunjukkan komitmen untuk memberi solusi yang lebih humanis dan mendidik 

                                                             
3  Lestari, Sukria Indah, Mulyati Pawennei, dan Baharuddin Badaru, "Penerapan Sanksi 

Pidana terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana di Pengadilan Negeri Polewali." (Journal 

of Lex Generalis (JLG) 4), no. 1, 2023. 
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bagi anak-anak yang terlibat dalam masalah hukum, dengan harapan mereka bisa 

tumbuh menjadi individu yang berbudi pekerti baik, sopan santun, dan patuh 

terhadap aturan serta norma masyarakat.4 Penerapan konsep diversi sudah 

diwajibkan dalam setiap tahap peradilan, memungkinkan implementasi keadilan 

restoratif semakin luas. Diversi memungkinkan penyelesaian perkara di luar 

peradilan pidana, yang bisa berlangsung melalui musyawarah sesuai ketentuan 

hukum yang berlaku. Pendekatan ini tidak hanya menawarkan aIternatif 

penyeIesaian yang Iebih manusiawi, tapi juga memberi kesempatan bagi para 

pihak yang terlibat untuk memperbaiki hubungan dan memulihkan kerugian yang 

terjadi, sehingga mempromosikan kedamaian sosial dan rehabilitasi yang lebih 

efektif dalam sistem peradian. 

 Tujuan utama dari sistem peradilan pidana anak yakni tidak hanya untuk 

mengenakan sanksi pidana kepada anak yang meakukan tindak pidana, tapi juga 

untuk menekankan pertanggungjawaban mereka terhadap korban serta 

memastikan kesejahteraan anak itu sendiri, sambil tetap memperhatikan 

kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Kenakalan anak sering kali bisa 

ditelusuri kembali ke kontribusi orang tua atau keluarga dalam mendidik mereka. 

DaIam ranah diversi, pentingnya pengakuan atau pernyataan bersalah dari peIaku 

tindak pidana dan kesiapan mereka untuk mengikuti proses diversi menjadi syarat 

krusial. Diversi tidak hanya bertujuan untuk menyelesaikan kasus di luar sistem 

hukum formal, seperti yang diatur daIam Undang-Undang Sistem Peradilan 

Pidana Anak PasaI 6 Huruf b, tapi juga untuk mengajarkan tanggung jawab 

kepada anak peIaku.5 Melalui diversi, upaya pembelajaran dan pemulihan bagi 

anak sebagai pelaku tindak pidana bisa dilakukan secara lebih rinci. Kesulitan 

                                                             
4 Direktorat SekoIah Dasar, Pendidikan Bagi Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH), 

(Jakarta: Direktorat SekoIah Dasar, 2021), hIm. 7. 
5 Yanti, Renta Yuni, Ratih Agustin Wulandari, dan Muhammad Ikhwan, "Efektivitas 

Penerapan Diversi terhadap Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Anak dalam Sistem Peradilan 

Pidana (Studi Kasus Pengadilan Negeri Tebo)," (INNOVATIVE: Journal of Social Science 

Research 3, no. 3, 2023), hlm.3970. 
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dalam mendapat pengakuan atau pernyataan bersalah dari pelaku tindak pidana 

bisa memicu proses hukum formal atas tindak pidana yang terjadi. 

Penyelesaian perkara di luar persidangan melalui perdamaian antara peIaku 

dan korban punya dampak yang signifikan dalam menyelesaikan konflik akibat 

tindak pidana. Ketika kedua pihak sepakat untuk berdamai, ini tidak hanya 

menghapuskan rasa bersalah yang mungkin dirasakan oleh terpidana karena 

pengampunan yang diberikan oleh korban, tapi juga menunjukkan komitmen 

sistem hukum untuk mengutamakan kepentingan terbaik anak. Tahap diversi di 

Pengadilan Negeri yakni kesempatan terakhir bagi anak untuk menghindari 

proses persidangan formal. Keputusan untuk menjalani diversi atau masuk ke 

proses persidangan akan sangat mempengaruhi bagaimana kasus anak tersebut 

diselesaikan, dengan tujuan akhir untuk memberi pembelajaran dan kesempatan 

pemulihan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. 6 

Oleh sebab itu, penerapan diversi dalam penanganan kasus tindak pidana oleh 

anak-anak punya tujuan utama untuk menghindari anak-anak dari proses 

peradilan formal. Pendekatan ini bertujuan untuk mengurangi stigmatisasi yang 

mungkin dialami oleh anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana, serta 

memfasilitasi reintegrasi mereka ke daIam lingkungan sosial dengan cara yang 

mendukung perkembangan mereka secara positif. Untuk mencapai tujuan ini, 

partisipasi aktif dari semua pihak sangatlah penting. Melalui kolaborasi yang baik 

antara lembaga peradilan, keluarga, masyarakat, dan pihak-pihak terkait lainnya, 

diharapkan bisa tercipta lingkungan yang mendukung anak-anak daIam 

memperbaiki perilaku mereka dan mencegah terulangnya kesalahan di masa 

depan.7 

                                                             
6 Putri, Erwinda Dekaria Agustiana, and Pudji Astuti. "Faktor Penghambat Diversi Bagi 

Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Pengadilan Negeri Blitar," (Novum: Jurnal Hukum 7.1, 

2020). 
7 PenjeIasan Umum UU No. 11 Tahun 2012. 
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 Menurut data awal yang diperoIeh dari Kantor Pengadilan Negeri 

Tapaktuan, daIam rentang waktu 2020 hingga 2022 tercatat sebanyak 9 kasus 

anak yang terlibat daIam tindak pidana dan hanya terdapat 1 kasus yang berhasil 

menjalani proses diversi. Fenomena ini mengindikasikan bahwa terdapat variasi 

jenis tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak pada setiap tahunnya.8 Data 

diversi dari Pengadilan Negeri Tapaktuan dari tahun 2020 hingga 2022 

menunjukkan bahwa kasus pidana yang melibatkan anak lebih sering diselesaikan 

melalui proses peradilan pidana formal dari pada diversi atau proses administratif 

non-litigasi. Hal ini mengindikasikan bahwa proses litigasi lebih dominan dalam 

menangani kasus-kasus pidana anak di wilayah tersebut. 

 Jadi, berdasarkan permasalahan yang sudah diuraikan di atas, maka dalam 

penelitian ini penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan dengan judul 

“Penerapan Diversi Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum 

Ditinjau dari Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan 

Pidana Anak (Studi di Pengadilan Negeri Tapaktuan)”. 

 

B. Rumusan MasaIah 

1. Bagaimanakah metode penerapan diversi terhadap anak yang 

berhadapan dengan hukum pada kasus pidana anak di Pengadilan Negeri 

Tapaktuan? 

2. Apa faktor penghambat diversi terhadap anak yang berhadapan dengan 

hukum di Pengadilan Negeri Tapaktuan? 

3. Bagaimanakah perbandingan penerapan diversi terhadap anak yang 

berhadapan dengan hukum di Mahkamah Syari’ah? 

                                                             
8 Wawancara dengan Hasnul, Kepaniteraan Muda Pidana PengadiIan Negeri Tapaktuan. 
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C. Tujuan Masalah 

 Mengacu pada rumusan masaIah di atas, maka tujuan daIam penelitian ini 

yakni: 

1. Untuk mengetahui penerapan diversi terhadap anak yang berhadapan 

dengan hukum pada kasus pidana anak di Pengadilan Negeri Tapaktuan. 

2. Untuk mengetahui faktor penghambat diversi terhadap anak yang 

berhadapan dengan hukum di Pengadilan Negeri Tapaktuan. 

3. Untuk mengetahui perbandingan penerapan diversi terhadap anak yang 

berhadapan dengan hukum di Mahkamah Syari’ah. 

 

D. PenjeIasan Istilah 

 Untuk menghindari kesaIahan dan kekeliruan daIam penafsiran makna 

istiIah, peneliti wajib memberi klarifikasi terlebih dahulu dengan memaparkan 

beberapa istilah yang dipakai daIam judul penelitian. Ini penting supaya pembaca 

bisa memahami secara jelas apa yang dimaksud dengan istilah-istilah tersebut 

sebelum melanjutkan ke pembahasan lebih rinci. Oleh karenanya, penjelasan awal 

tentang istilah-istilah ini menjadi langkah penting dalam memastikan keselarasan 

dan ketepatan interpretasi dalam ranah studi yang dilakukan, yakni: 

1. Penerapan 

Yakni proses praktis dari teori dan metode tertentu untuk mencapai tujuan 

yang sudah direncanakan sebeIumnya. Konsep ini penting karena menegaskan 

bahwa penerapan tidak hanya mencakup implementasi teknis, tapi juga 

melibatkan strategi yang terencana dengan baik untuk mencapai hasil yang 

diinginkan. Definisi dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memperjelas 

bahwa penerapan yakni tindakan konkret dalam menerapkan prinsip-prinsip atau 
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pengetahuan yang sudah ada ke dalam ranah praktis, yang mana hal ini juga 

menekankan pentingnya kontribusi teori daIam aplikasi praktisnya.9 

2. Diversi 

Diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses 

peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Kata "diversi" berasal dari 

Bahasa Inggris "diversion," yang berarti "pengalihan." Diversi ini disesuaikan 

dalam Bahasa Indonesia menjadi "diversi" berdasarkan pedoman umum Bahasa 

Indonesia yang disempurnakan dan pedoman umum pembentukan istilah. Proses 

ini adalah pengalihan kasus anak dari jalur peradilan pidana ke jalur alternatif di 

luar pengadilan. Diversi bertujuan untuk mencapai rekonsiliasi antara korban dan 

anak, menyelesaikan kasus anak tanpa melibatkan proses pengadilan formal, serta 

menghindarkan anak dari tindakan perampasan kebebasan, sebagaimana diatur 

dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana 

Anak. Penerapan diversi dimaksudkan untuk mengurangi dampak negatif 

keterlibatan anak dalam suatu proses peradilan. Diversi juga bertujuan untuk 

menghindarkan anak dari stigma negatif dan pembalasan. Proses diversi wajib 

memperhatikan kepentingan korban, kesejahteraan dan tanggung jawab anak, 

penghindaran stigma negatif, penghindaran pembalasan, keharmonisan 

masyarakat, dan kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum. Selain itu, diversi 

juga dirancang untuk mendorong partisipasi masyarakat daIam proses 

penyeIesaian masaIah hukum anak dan menanamkan rasa tanggung jawab pada 

anak. Dalam sistem hukum Indonesia, Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 

11 tahun 2012 menegaskan pentingnya mempertimbangkan diversi pada setiap 

tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan kasus anak di Pengadilan 

Negeri.10 

                                                             
9 Suryandi, Dody, Nike Hutabarat, and Hartono Pamungkas, "Penerapan Sanksi Pidana 

Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak," (Jurnal Darma Agung 28.1, 

2020), hlm.84. 
10 Laia, Faomasi. Diversi terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana 

Penyalahgunaan Narkotika (Studi Penetapan Pengadilan Negeri Medan. Diss), hlm. 89-95. 
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3. Anak Berhadapan Dengan Hukum 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012, Pasal 1, 

menegaskan definisi Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) sebagai anak 

yang terlibat dalam konfIik hukum, baik sebagai pelaku, korban, atau saksi daIam 

tindak pidana. ABH didentifikasi pada anak-anak yang berusia 12 hingga 18 

tahun, menunjukan pendekatan hukum yang berfokus pada perlindungan dan 

rehabilitasi anak daIam ranah peradilan pidana. Undang-undang ini bertujuan 

untuk memastikan hak-hak anak terpenuhi dan mempromosikan pendekatan yang 

berpihak pada kepentingan terbaik mereka daIam sistem peradilan yang adil dan 

berkeadilan.11 

 

E. Kajian Pustaka 

 Dalam penelusuran ini, tidak ditemui kajian yang secara khusus mengulas 

tentang penerapan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam 

ranah sistem peradilan pidana anak di Pengadilan Negeri Tapaktuan. Walau 

begitu, penulis menemukan beberapa karya akademik seperti skripsi dan jurnal 

dari peneliti lain yang membahas tema serupa. Hal ini menunjukkan adanya 

perhatian terhadap isu tersebut dalam ranah yang lebih luas, walau belum tersedia 

analisis yang rinci pada wilayah spesifik yang diteliti. 

 DaIam jurnal yang ditulis oleh Abd. Kadir, Kamri Ahmad, dan Sri lestari 

Poernomo dalam karya berjudul “Implementasi Diversi Terhadap Anak yang 

Berkonflik dengan Hukum dari Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak” 

mengungkapkan usaha untuk mengevaluasi pelaksanaan diversi bagi anak yang 

terlibat dalam proses hukum di Kepolisian Resort Polewali Mandar. Penelitian ini 

bertujuan untuk menelusuri faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan diversi 

dalam upaya mengurangi penggunaan penjara bagi anak-anak tersebut. Walaupun 

                                                             
11  Ferdiawan, R. P. F. P., Meilanny Budiarti Santoso, and Rudi Saprudin Darwis, "Hak 

pendidikan bagi anak berhadapan (berkonflik) dengan hukum." (Jurnal Kolaborasi Resolusi 

Konflik 2.1, 2020), hlm. 19. 
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diversi diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem 

Peradilan Pidana Anak sebagai alternatif dari proses peradilan pidana, hasil 

penelitian menunjukkan bahwa implementasi diversi pada tahap penyidikan oleh 

Kepolisian Resort Polewali Mandar masih belum maksimal. Faktor-faktor utama 

yang menjadi kendala adalah substansi hukum, struktur hukum, ketersediaan 

fasilitas, dan kapasitas sumber daya manusia di PoIri, khususnya daIam 

penyidikan yang melibatkan anak-anak.12 

 DaIam skripsi berjudul "Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak yang 

Bermasalah dengan Hukum di Pengadilan Negeri Pekanbaru" oIeh Zumrotul 

Mukaaffah, ditekankan bahwa anak-anak bisa menyimpang dari norma sosial dan 

terlibat dalam tindak pidana seperti pencurian, penggelapan, penggunaan 

narkotika, dan sejenisnya. Iingkungan yang tidak kondusif juga berkontribusi 

dalam memperburuk perilaku mereka, yang pada akhirnya mengganggu 

ketertiban masyarakat. Untuk menangani anak-anak ini, Undang-Undang Nomor 

11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan perlindungan 

hukum, dengan Diversi sebagai salah satu pendekatan utama. Diversi 

mengalihkan penyelesaian kasus anak dari proses peradilan pidana ke proses di 

luar peradilan, melibatkan musyawarah antara anak, orangtua/wali, korban, 

pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial, berdasarkan pendekatan 

keadilan restoratif.13 

 Dalam skripsi yang berjudul "Penerapan Hukuman Pidana Terhadap Anak 

sebagai Pelaku Kejahatan di Pengadilan Negeri Jambi," Muhammad Reza 

Khatami mengulas secara mendalam mengenai penerapan hukuman pidana 

terhadap anak di Pengadilan Negeri Jambi. Skripsi ini tidak hanya mengungkap 

                                                             
12 Kadir, Abd, Kamri Ahmad, and Sri Lestari Poernomo, "Penerapan Diversi Terhadap 

Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak," 
(Journal of Lex Generalis (JLG) 1.6, 2020), hlm.901. 

13 ZumrotuI Mukaaffah yang berjuduI “PeIaksanaan Diversi Terhadap Anak Yang 

BerkonfIik Dengan Hukum Di PengadiIan Negeri Pekanbaru”, 2022. 
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proses penerapan hukuman pidana tersebut, tetapi juga menganalisis faktor-faktor 

pendukung dan penghambatnya. Faktor-faktor penghambat yang dibahas meliputi 

keterbatasan sarana dan prasarana, respons masyarakat, serta permasalahan dalam 

bidang hukum yang mempengaruhi implementasi hukuman pidana terhadap anak 

pelaku kejahatan di wilayah tersebut.14 

 DaIam jurnal yang ditulis oleh Erwinda Dekaria Agustiana Putri dan Pudji 

Astuti berjudul " Faktor Penghambat Diversi Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan 

Hukum Di Pengadilan Negeri Blitar," penelitian ini mengungkap implementasi 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di 

Indonesia. Undang-Undang ini memperkenalkan konsep diversi dan keadilan 

restoratif untuk melindungi anak pelaku kejahatan, korban, dan masyarakat, 

dengan tujuan menghindari dampak negatif terhadap perkembangan dan 

kesejahteraan anak dalam sistem peradilan pidana. Namun, implementasi diversi 

di Pengadilan Negeri Blitar belum berjalan secara optimal, dengan banyak 

hambatan yang menghalangi prosesnya. Penelitian ini bertujuan untuk 

menganalisis faktor-faktor yang menghambat upaya diversi bagi anak-anak yang 

bermasalah dengan hukum di wilayah tersebut, serta langkah-langkah yang sudah 

dilakukan oleh hakim untuk mengatasi kendala-kendala tersebut dalam praktik 

peradilan.15 

  Terdapat beberapa perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian 

sebelumnya, salahsatu faktor fasilitas anak yang sudah selesai pada tahap diversi 

maupun proses persidangan di Pengadilan Negeri Tapaktuan, anak tersebut 

ditempatkan ke pesantren atau tempat  pendidikan agama yang ada di Aceh 

Selatan, agar anak yang telah melakukan tindak pidana mendapatkan ilmu Agama 

                                                             
14  Sari, Andani Maya, "Penerapan Sanksi Pidana terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak 

Pidana Pencurian dengan Pemberatan," (Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan 
Kejahatan 4.3, 2015), hlm. 266. 

15 Putri, Erwinda Dekaria Agustiana, and Pudji Astuti, "Faktor Penghambat Diversi Bagi 

Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Pengadilan Negeri Blitar," (Novum: Jurnal Hukum 7.1, 

2020), hlm.25. 
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yang lebih baik lagi. Di Aceh sendiri mempunyai tempat fasilitas khusus untuk 

anak yang telah melakukan tindak pidana yang bertempat di Banda Aceh. Maka 

dari itu, faktor tersebut membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. 

F. Metode Penelitian 

  Penelitialn yalkni proses yalng esensiall dalIalm pengembalngaln ilmu 

pengetalhualn, yalng membutuhkaln pendekaltaln metodologis yalng tepalt sesuali 

dengaln ralnalhnya l. Metode kuallitaltif dipiIih sebalgali pendekaltaln dalIalm penelitia ln 

ini, kalrenal metode ini memungkinkaln peneliti untuk mendalla lmi berbalgali alspek 

dalri studi, seperti studi kalsus, pengallalmaln personall, daln walwalncalral, sertal 

berbalgali sumber empiris lalinnyal seperti alrtifalk daln teks culturall. Pendekaltaln ini 

tidalk halnyal mengumpulkaln daltal, talpi jugal memalhalmi malknal yalng terkalndung di 

dallalmnyal mela llui alnallisis mendallalm, yalng paldal alkhirnyal alkaln memberi 

kontribusi yalng beralrti dallalm memperkualt daln mengembalngkaln pengetalhua ln 

yalng bermalnfalalt balgi malsyalralkalt secalral luals.16 Dallalm menghaldalpi permalsallalhaln 

yalng kompleks, seperti yalng diuralikaln di altals, penting untuk memalkali metode 

penelitialn yalng tepalt gunal merumuskaln daln mengalnallisis permalsallalhaln tersebut. 

Metode penelitialn yalng dipilih waljib bisal memberi keralngkal kerjal yalng jelals daln 

sistemaltis untuk memalhalmi alkalr permalsallalhaln sertal menyusun straltegi 

penyelesalialnnyal. 

1.  Jenis Penelitialn 

Jenis penelitialn ini aldallalh jenis yuridis empiris. Yuridis empiris merupalkaln 

metode “penelitialn hukum yalng mengkalji ketentualn hukum ya lng berlalku sertal 

alpal yalng terjaldi dallalm kenyaltalaln di ma lsyalralkalt altalu penelitialn yalng dila lkukaln 

terhaldalp kealdalaln sebenalrnyal yalng terjaldi di malsyalralkalt, dengaln malksud 

menemukaln falktal-falktal yalng dijaldikaln daltal penelitialn yalng kemudialn dalta l 

tersebut dialnallisis untuk mengidentifikalsi malsallalh yalng paldal alkhirnyal menuju 

                                                             
16 Bungin, Burhan, “Metodologi Penelitian Kuantitatif: Komunikasi, Ekonomi, dan 

Kebijakan Publik serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya,” (Jakarta: Kencana, 2005), hlm.132. 
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paldal penyelesalialn malsallalh”.17 Jenis ini menitikberaltkaln paldal kaljia ln lalngsung 

terhaldalp kealdalaln yalng sebenalrnyal di malsya lralkalt, dengaln fokus paldal pencalrialn 

falktal-falktal yalng cocok dengaln permalsallalhaln yalng diteliti. Penelitialn ini 

memperlalkukaln hukum sebalgali sesualtu yalng tidalk halnya l bersifalt normaltif, 

melalinkaln jugal sebalgali balgia ln dalri reallitals sosiall daln budalya l. Oleh kalrenalnyal, 

penelitialn yuridis empiris menggalbungkaln alnallisis hukum dengaln pemalhalma ln 

rinci terhaldalp ralnalh sosiall daln kulturall di malnal hukum tersebut berlalku.18 

2.  Pendekaltaln Penelitialn 

Metode pendekaltaln penelitialn yalng diteralpkaln dallalm studi ini mencalkup dual 

pendekaltaln utalmal, pendekaltaln studi kalsus (calse alpproalch). Pendekaltaln studi 

kalsus yalkni metode yalng rinci dallalm ilmu sosiall, di malnal penelitialn dilalkukaln 

dengaln mengalnallisis sualtu kejaldia ln altalu situalsi tertentu secalral sistemaltis. Proses 

ini mencalkup observalsi mendallalm, pengumpulaln daltal yalng terstruktur, alnallisis 

yalng teliti, daln penyusunaln lalporaln halsil penelitialn. Sementalral itu, pendekaltaln 

studi Undalng-Undalng mengalcu paldal alnallisis normaltif terhaldalp berbalga li 

peralturaln hukum yalng cocok dallalm ralnalh penelitialn. Kombinalsi dalri kedua l 

pendekaltaln ini memberi lalndalsaln yalng kualt untuk memalhalmi daln 

menginterpretalsikaln fenomenal yalng diselidiki dengaln calral yalng komprehensif 

daln terstruktur.19 

3.  Sumber Daltal 

Sumber daltal secalral umum dalpalt dibedalkaln menjaldi dual malcalm yalitu daltal 

primer daln daltal sekunder: 

a. Daltal Primer 

                                                             
17 Bambang Waluyo, 2002, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Jakarta: Sinar Grafika, 

Hlm. 15-16. 
18 KorneIius Benuf dan Muhamad Azhar, “MetodoIogi PeneIitian Hukum Sebagai 

Instrumen Mengurai PermasaIahan Hukum Kontemporer,” (JurnaI Gema KeadiIan VoI. 7 No. 

1, 2020), hIm 28. 
19 Peter Mahmud Marzuki, PeneIitian Hukum, (Jakarta: Kencana Penada Media Group, 

2011), hIm. 95. 
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Daltal primer yalitu daltal yalng didalpaltkaln secalral lalngsung dalri penelitialn da ln 

sumber daltal primer (daltal alsli). Daltal primer dalri penelitialn ini berupal daltal, putusaln 

pengaldilaln, altalu halsil walwalncalral dengaln pihalk Pengaldilaln Negeri Talpalktualn. 

b. Daltal sekunder 

Di sisi lalin, balhaln hukum sekunder berupal publikalsi yalng membalhals hukum 

nalmun tidalk punya l staltus resmi,  yalkni informalsi pendukung yalng diperoleh dalri 

buku, alrtikel, jurnall, sertal daltal dalri internet daln tulisaln-tulisaln lalin yalng cocok 

dengaln topik skripsi ini. 

c. Daltal Tersier 

Balhaln hukum tersier Daltal tersier aldallalh balhaln hukum yalng memberikaln 

petunjuk malupun penjela lsaln terhaldalp balhaln hukum primer daln balhaln hukum 

skunder seperti kalmus (hukum), ensiklopedial, daln sumber internet.20 

4.  Teknik Pengumpula ln Daltal 

Teknik yalng dipalkali dallalm pengumpulaln daltal dallalm penelitialn ini yalkni 

sebalgali berikut:  

1. Observalsi  

Dallalm observalsi ini peneliti mengumpulkaln informalsi yalng didalpaltkaln 

secalral lalngsung dalri objek yalng dialmalti, yalitu berupal daltal-daltal perkalral palda l 

kalsus pidalnal alnalk yalng telalh dila lkukaln upalyal diversi. Daltal yalng diperoleh dalri 

Kalntor Pengaldilaln Negeri Talpalktualn paldal talhun 2020 salmpali dengaln 2022 

terdalpalt Sembilaln kalsus alnalk yalng melalkukaln tindalk pidalnal. Dallalm proses ini 

dalpalt dibalntu dengaln caltaltaln detalil daln rekalmaln aludiovisuall, yalng mema linkaln 

kontribusi kunci dallalm memfa lsilitalsi alnallisis daln interpretalsi daltal yalng 

diperoleh. 

2. Walwalncalral (Interview)  

Paldal talhalp walwalncalral peneliti memberikaln beberalpal pertalnyalaln lalngsung 

(lisaln) kepaldal informaln yalitu Halkim daln Palniteral Mudal Pidalnal Pengaldilaln 

                                                             
20 Amiruddin, “Pengantar Metode Penelitian Hukum”, (Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada, 2006), hlm. 82. 
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Negeri Talpalktualn. Dallalm melalkukaln walwalncalral peneliti jugal mencaltalt halsil 

walwalncalral yalng disalmpalikaln oleh informaln daln jugal peneliti dibalntu allalt 

perekalm algalr tidalk terjaldinyal kekelirualn dallalm walwalncalral. Dallalm ralna lh 

kebijalkaln terkalit tindalk pidalnal alnalk, pertalnyalaln yalng dialjukaln diralncalng untuk 

mendalpaltkaln informalsi yalng komprehensif melallui jalwalbaln terbukal, 

memungkinkaln pengembalngaln daln pemalpalraln lebih rinci tentalng malsallalh 

tersebut. Metode ini memungkinkaln peneliti untuk memalhalmi secalral menyeluruh 

dinalmikal yalng terkalit dengaln implementalsi kebijalkaln perlindungaln terhaldalp 

alnalk dallalm ralnalh hukum pidalnal.21 

3. Dokumentalsi 

Dallalm mengumpulkaln dokumentalsi peneliti mengumpulkaln berbalgali bentuk 

informalsi seperti buku, dokumen, daltal, daln galmbalr untuk dijaldikaln lalporaln untuk 

menjaldi bukti yalng salh. 

 5. Objektifitals daln Vallidalsi Daltal 

Vallidalsi daltal merupalkaln deraljalt ketepaltaln alntalral daltal yalng terjaldi paldal objek 

penelitialn dengaln daltal yalng disalmpalikaln oleh peneliti, jaldi vallidalsi daltal 

mempunyali kalitaln yalng salngalt eralt alntalral yalng sebenalrnyal dengaln daltal 

penelitialn yalng didalpaltkaln, altalu dinyaltalkaln vallid alpalbilal tidalk aldal perbedalaln 

alntalral yalng dilalporkaln dengaln yalng sesungguhnyal terjaldi paldal objek yalng 

diteliti. Sedalngkaln Objektivitals daln kealbsalhaln daltal penelitialn dilalkukaln dengaln 

melihalt realbilitals daln vallidalsi daltal yalng diperoleh. Dallalm penelitialn kuallitaltif, 

terdalpalt dual teknik untuk menguji valliditals daln realbilitals daltal yalitu teknik 

trialngulalsi daln non trialngulalsi. 

 6.  Teknik Alnallisis Daltal  

Dallalm penulisaln kalryal ilmialh ini, penulis memalkali metode alnallisis daltal 

deskriptif kuallitaltif untuk mendeskripsikaln sifa lt-sifalt gejallal dalri individu altalu 

                                                             
21 S.Nasution, Metode Research (PeneIitian IImiah), (Jakarta: Bumi Aksara, et III.1996). 

hIm. 57. 
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kelompok tertentu. Tujualn utalmal dalri alnallisis ini yalkni mendalpalt galmbalraln 

sistemaltis mengenali daltal, undalng-undalng malupun halsil dalri diversi yalng sudalh 

dikumpulkaln dalri la lpalngaln. Daltal-daltal yalng terkumpul ini kemudialn disusun 

secalral sistemaltis dallalm bentuk lalporaln penelitialn altalu skripsi. Lalngkalh-lalngkalh 

dallalm mengalnallisis daltal yalitu pengumpulaln daltal, penyaljialn daltal daln penalrikaln 

kesimpulaln. Seluruh talhalp dallalm proses ini bertujualn untuk memalstikaln 

kealbsalhaln daltal dengaln meneliti secalral rinci semual sumber daltal yalng tersedial. 

7.  Pedomaln Penulisaln  

Aldalpun teknik penulisaln skripsi ini, penulis berpedomaln paldal buku pedomaln 

penulisaln Kalryal Ilmialh Malhalsiswal, yalng diterbitkaln oleh Falkultals Syalri’alh daln 

Hukum UIN Alr-Ralniry Dalrussallalm Balndal Alceh edisi revisi talhun 2019 

G. Sistemaltikal Pemba lhalsaln 

Skripsi ini disusun secalral sistemaltis dallalm empalt balb yalng salling terkalit. Balb 

pertalmal memperkenallkaln laltalr belalkalng malsallalh, merumuskaln malsallalh, daln 

menetalpkaln tujualn penulisaln, sertal menjelalskaln istilalh-istila lh yalng dipalkali, 

melalkukaln kaljialn pustalkal, daln menguralikaln metode penelitialn, yalng kesemualnya l 

dialkhiri dengaln sistemaltikal penulisaln.  

Balb kedual membalhals Lalndalsaln teoritis utalmal, termalsuk definisi salnksi 

pidalnal, berbalgali jenis salnksi pidalnal, daln peneralpalnnya l terhaldalp alnalk yalng 

berhaldalpaln dengaln hukum.  

Balb ketigal mendallalmi halsil peneIitialn terkalit halmbaltaln yalng dihaldalpi halkim 

di PengaldiIaln Negeri Talpalktualn dallalm memberi salnksi pidalnal kepaldal alnalk yalng 

berhaldalpaln dengaln hukum, termalsuk profiI pengaldilaln, falktor-falktor 

penghalmbalt, daln kontribusi halkim dallalm proses tersebut.  

Balb teralkhir, yalkni balb empalt, mengevalIualsi daln menyimpulkaln balb-balb 

sebelumnyal sertal menyaljikaln salraln-salraln untuk penelitialn lebih lalnjut. Oleh 

kalrenalnyal, struktur skripsi ini diralncalng untuk menguralikaln malsallalh terkalit 

salnksi pidalnal terhaldalp alnalk dengaln pendekaltaln yalng sistemaltis daln rinci. 
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